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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kegiatan  

Bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin dapat hidup 

sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Bahasa memiliki peran penting 

dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa dan 

kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. 

Dalam suatu ragam bahasa, bidang hukum memiliki karakteristik khusus, dan 

penggunaannya sering kali memiliki kaidah tata bahasa, kosa kata, struktur 

kalimat, dan makna yang berbeda dan bahkan menyimpang dari kaidah bahasa 

baku yang berlaku umum. Yang memiliki prinsip kesetiaan pada teks Bahasa 

Sumber (BSu), keakuratan makna referensial, konsistensi dalam penggunaan 

istilah kunci.  

Naning (2008) mendefinisikan teks hukum memiliki beberapa ciri yaitu kalimat 

yang panjang-panjang dengan struktur kalimat yang kompleks, istilah hukum 

dan istilah teknis di berbagai bidang, istilah-istilah yang memiliki makna 

referensial yang khusus, sering kali diatur oleh peraturan perundang-undangan, 

banyak mengandung ejaan dan tatabahasa yang tidak baku, sering mengandung 

ungkapan, kata atau frasa arkais (usang), dan sering bersinggungan dengan 

bahasa asing lainnya (mis. Belanda, Latin, Perancis, dll.) Berikut beberapa jenis-

jenis teks hukum: 

1. teks legislatif sebagai contoh statuta domestik, perjanjian internasional dan 

hukum dalam dua bahasa atau lebih 

2. teks yuridis yang dihasilkan dari proses yuridis dan para perangkat hukum 

3. teks hukum akademik yang dihasilkan dari para pengacara secara akademik 

4. teks hukum pribadi, termasuk didalamnya, kontrak, dokumen litigasi, dan 

juga teks yang ditulis oleh bukan pengacara, sebagai contoh pernyataan 

saksi. 

Mulyana (2019) mendefinisikan  teks pendapat sebagai jenis teks yang 

digunakan untuk menganalisis, dan menanggapi suatu teks, seperti teks sastra, 

artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukkan. Di dalam teks pendapat, 

terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan 

ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Alasan yang 

diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. 
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Sedangkan, pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian 

dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Selain itu, pendapat juga bisa 

berbentuk teks maupun lisan. 

Berikut merupakan jenis-jenis teks pendapat. 

1. pujian 

Pujian adalah pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan 

sebuah hal tertentu. Jadi, kalimat pujian itu digunakan untuk memuji suatu 

hal yang memang layak untuk dipuji 

2. kritik 

Kritik adalah tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk 

terhadap suatu hal. Kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, 

serta memberikan saran atau solusi. 

Oleh karena itu, laporan PKL ini adalah mengenai penerjemahan teks 

perundang undangan berupa pengungkapan pendapat anggota fraksi partai 

Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI). 

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan PKL yang dilakukan sebagai asisten tenaga ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. menerjemahkan surat kerjasama Bagian Kerja Sama Antar Parlemen 

(BKSAP) dengan Asian Parliamentary Assembly (APA) yang membahas 

kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Asia terkait pengembangan 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

b. membuat analisis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang 

diperbincangkan seperti RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), RUU 

Keimigrasian, RUU Kelautan, RUU Kementerian Negara, RUU Kepolisian, 

RUU Komoditas Strategis, RUU Pelayaran, RUU Pertekstilan, RUU 

Statistik, RUU TNI, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 

c. menerjemahkan Press Release berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke 

bahasa Inggris untuk dikirimkan ke komisi masing masing sebagai bahasan 
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pembicaraan terkait opini dari sang anggota yang terlibat dalam 

pembahasan RUU tertentu. 

d. menerjemahkan berita berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris pada 

situs resmi DPR RI. 

 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut. 

Waktu  : 19 Februari – 30 Juni 2024 

Perusahaan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Alamat  : DPR & MPR No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, 

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 

Keterangan : di laksanakan secara luring 

Laman  : https://www.dpr.go.id/ 

1.4 Tujuan dan Kegunaan 

1.4.1 Tujuan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain bertujuan untuk menerapkan 

berbagai teori penerjemahan dalam lingkup perundang undangan yang berupa 

penerjemahan pengungkapan pendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) 

khususnya pada press release, menerapkan pengetahuan mengenai cara 

menerjemahkan secara formal, dan mengeksplorasi keberagaman kosakata yang 

berkaitan dengan RUU tertentu serta mencari padanan yang tepat dengan 

menggunakan teknik penerjemahan yang sudah dipelajari sebelumnya.  

1.4.2 Kegunaan  

Sebagai sarana untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dalam penerjemahan 

perundang-undangan, penting untuk mengenal berbagai metode penerjemahan 

yang tepat sasaran dan memperkaya kosakata yang berkaitan dengan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tertentu, sesuai dengan tugas yang diberikan. 

 

https://www.dpr.go.id/
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta menyelesaikan 

penulisan laporan PKL, berikut beberapa kesimpulan yang telah dibuat. 

1. Dilakukannya kegiatan PKL berlangsung pada tanggal 19 Februari – 30 Juni 

2024 di Dewan Perwakilan Rakyat. Ditempatkan di bagian Badan Legislasi 

fraksi partai Demokrat yang memiliki tugas utama menerjemahkan teks 

pendapat dari sebuah Rancangan Undang-Undang. Beberapa RUU tersebut 

di antaranya adalah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), RUU 

Keimigrasian, RUU Kelautan, RUU Kementerian Negara, RUU Kepolisian, 

RUU Komoditas Strategis, RUU Pelayaran, RUU Pertekstilan, RUU 

Statistik, RUU TNI, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN). 

2. Strategi penerjemahan yang paling banyak digunakan dalam penerjemahan 

teks pendapat adalah transfer dan paraphrase. 

3. Dalam menerjemahkan teks pendapat terdapat beberapa kata atau istilah 

asing yang jarang digunakan. Untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah 

dengan melakukan riset glosarium melalui website DPR, riset melalui 

internet dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan. 

4.2 Saran dan Rekomendasi  

Adapun beberapa saran bagi peserta kegiatan PKL yang akan melakukan 

penerjemahan di bidang teks hukum.  

1. Pada penerjemahan teks hukum, diperlukan riset mendalam mengenai 

istilah yang terkait serta perluasan wawasan tentang konteks teks yang akan 

diterjemahkan. Langkah ini akan mempermudah dan mempercepat proses 

penerjemahan. 

2. Untuk menerjemahkan teks hukum dengan akurat, disarankan untuk 

berlatih secara rutin agar memperoleh pengalaman yang cukup dan terbiasa 

dengan berbagai tujuan teks tersebut. Dengan demikian, waktu 
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penerjemahan dapat dipersingkat karena tidak perlu membaca teks yang 

sama berulang kalI 
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CONTOH TERJEMAHAN PENDAPAT MINI 

PENDAPAT MINI RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

KEIMIGRASIAN 
PENDAPAT MINI 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DPR RI 

TERHADAP RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2011 TENTANG 

KEIMIGRASIAN 

Disampaikan oleh: H. SANTOSO, 

S.H., M.H. 

Nomor Anggota: A - 537 

OPINION STATEMENT 

DEMOCRATIC PARTY FRACTION 

THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVE OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

ON THE DRAFT LAW ON 

AMENDMENTS OF THE THIRD 

AMENDMENT TO  

LAW NUMBER 6 OF 2011 ON 

IMMIGRATION 

Presented By: H. SANTOSO, S.H., 

M.H. 

Member Number: A - 537 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Om Swastiastu,  

Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan. 

Demokrat Bersama Rakyat! 

Yang terhormat; 

• Pimpinan Badan Legislasi DPR RI 

• Anggota Badan Legislasi DPR RI 

• Serta hadirin yang kami hormati 

Assalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

Greetings of peace and blessings be 

upon you all, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

Salam kebajikan. 

Demokrat Bersama Rakyat! 

Hon.: 

• Chairperson of the legislation 

committee of the house of 

representative 

• Members the legislation committee 

of the house of representative 

• the honourable attendees. 

Puji Syukur kehadirat Allah 

Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar 

senantiasa dianugerahkan keschatan 

kepada kita semua. Dalam kesempatan 

hari ini, izinkan kami Fraksi Partai 

By the grace of Allah 

Subhanahuwataala, praise and thanks 

be unto Him, the Almighty One, for His 

mercy and blessings, so that prosperity 

may always be bestowed upon all of us. 

On this occasion, allow us, the 
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Demokrat menyampaikan pandangan 

atas Hasil Penyusunan Rancangan 

Undang-Undang Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 

Democratic Party Faction, to express 

our perspective on the Draft Law on 

Amendments of the Third Amendment 

to Law Number 6 of 2011 on 

Immigration. 

PIMPINAN DAN ANGGOTA 

BADAN LEGISLASI DPR-RI, 

SERTA HADIRIN YANG KAMI 

HORMATI. 

Di tengah era globalisasi yang semakin 

terbuka, arus pergerakan manusia lintas 

batas negara menjadi semakin penting 

dan kompleks. Indonesia, sebagai 

negara yang kaya akan 

keanekaragaman budaya dan sumber 

daya alam, telah menjadi tujuan dan 

tempat transit bagi berbagai individu 

dan kelompok dari berbagai belahan 

dunia. Dalam mengelola arus ini, 

Undang-Undang Keimigrasian 

menjadi landasan hukum yang krusial. 

CHAIRPERSON AND MEMBERS 

OF THE LEGISLATION 

COMMITTEE OF THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVE, AS WELL 

HONOURABLE ATTENDEES 

In the midst of an increasingly open era 

of globalization, human movement 

across national borders has become 

more significant and complex. 

Indonesia, as a rich country in cultural 

diversity and natural resources, has 

become both a destination and a transit 

point for various individuals and 

groups from different parts of the 

world. In managing this flow, the 

Immigration Law serves as a crucial 

legal foundation. 

Namun, seiring dengan perubahan 

zaman dan tuntutan akan 

penyesuaian hukum terhadap dinamika 

sosial, politik, dan ekonomi, revisi 

terhadap Undang-Undang 

Keimigrasian menjadi sebuah 

kebutuhan mendesak. 

 

However, in line with the changing 

times and the demands for legal 

adjustments to social, political, and 

economic dynamics, a revision of the 

Immigration Law has become an 

urgent necessity. 

 

 

 

Pada proses revisi Undang-Undang 

Keimigrasian, Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) memegang peran 

sentral dalam menyoroti 

ketidaksesuaian antara ketentuan 

hukum dengan prinsip-prinsip dasar 

konstitusi. 

In the process of revising the 

Immigration Law, the Constitutional 

Court's decisions play a central role in 

highlighting the discrepancies between 

legal provisions and the fundamental 

principles of the constitution.  

 

Putusan MK terhadap Pasal 16 

mempertegas perlunya kejelasan dalam 

ketentuan mengenai penolakan 

seseorang untuk keluar dari wilayah 

Indonesia, sementara Putusan terkait 

Pasal 97 menyoroti kebutuhan akan 

batasan waktu pencegahan ke luar 

The Constitutional Court's decision on 

Article 16 emphasizes the need for 

clarity in the provisions regarding the 

refusal of individuals to leave 

Indonesian territory, while the decision 

related to Article 97 underscores the 

necessity for clearer and more definite 
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negeri yang lebih jelas dan pasti. Revisi 

RUU Keimigrasian yang didasarkan 

pada Putusan MK tidak hanya menjadi 

respons terhadap arahan dari lembaga 

pengawas konstitusi, tetapi juga sebuah 

langkah untuk memperbaiki dan 

memperkut landasan hukum yang lebih 

jelas dan adil. 

time limits on travel bans. The revision 

of the Immigration Bill, based on the 

Constitutional Court's rulings, is not 

only a response to directives from the 

constitutional oversight body but also a 

step towards improving and 

strengthening a clearer and more just 

legal foundation. 

Selain itu, perubahan pada Pasal 137 

juga merupakan bagian penting dari 

revisi RUU Keimigrasian. Dengan 

memperluas sumber dana untuk 

pelaksanaan fungsi dan kegiatan 

keimigrasian, revisi ini memberikan 

fleksibilitas yang lebih besar dalam 

mengelola dan membiayai kegiatan 

terkait imigrasi.  

Additionally, the amendment to Article 

137 is an important part of the 

Immigration Bill revision. By 

expanding the sources of funding for 

the implementation of immigration 

functions and activities, this revision 

provides greater flexibility in 

managing and financing immigration-

related activities.  

Namun, Regulasi yang mengatur 

sumber dana lainnya haruslah jelas dan 

tegas untuk menghindari 

penyalahgunaan atau interpretasi yang 

saiah terkait penggunaan dana. Hal ini 

akan membantu memastikan bahwa 

dana yang digunakan untuk 

keimigrasian sesuai dengan tujuan 

Undang-Undang dan prinsip-

prinsip hukum. 

However, regulations governing these 

additional funding sources must be 

clear and explicit to avoid misuse or 

misinterpretation regarding the use of 

funds. This will help ensure that the 

funds used for immigration are in line 

with the objectives of the law and the 

principles of justice. 

Oleh karena itu, revisi terhadap RUU 

Keimigrasian bukan hanya 

implementasi dari putusan Mahkamah 

Konstitusi, tetapi juga sebagai respon 

terhadap perkembangan kebutuhan dan 

dinamika dalam pengelolaan 

keimigrasian. Dengan demikian, 

perubahan dalam RUU Keimigrasian 

diharapkan dapat memperkuat 

perlindungan hak asasi manusia, 

meningkatkan efektivitas penegakan 

hukum, dan menjawab tuntutan zaman 

yang terus berkembang. 

Therefore, the revision of the 

Immigration Bill is not merely an 

implementation of the Constitutional 

Court's decisions but also a response to 

the evolving needs and dynamics in 

immigration management. 

Consequently, the draft in the 

Immigration Bill is expected to 

strengthen the protection of human 

rights, enhance the effectiveness of law 

enforcement, and address the 

continually evolving demands of the 

times. 

 

 

  

PIMPINAN DAN ANGGOTA 

BADAN LEGISLASI DPR-RI, 

REPRESENTATIVE, AS WELL 

HONOURABLE ATTENDEES 

The Democratic Party faction 

understands the importance of a 
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SERTA HADIRIN YANG KAMI 

HORMATI. 

Fraksi Partai Demokrat memahami 

pentingnya sebuah regulasi yang 

memperbaharui 

Undang-Undang Tentang 

Keimigrasian agar dapat 

mengakomodasi dinamika perubahan 

zaman dan kebutuhan akan 

penyesuaian hukum terhadap 

perkembangan sosial, politik, dan 

ekonomi yang terus berkembang. 

Sehingga, Fraksi Partai Demokrat 

Menyetujui Hasil Penyusunan RUU 

Keimigrasian untuk dibahas pada 

tingkat selanjutnya. 

 

regulation that updates the 

Immigration Law to accommodate the 

dynamics of changing times and the 

need for legal adjustments in response 

to ongoing social, political, and 

economic developments. Therefore, the 

Democratic Party faction approves the 

Draft Immigration Bill to be discussed 

at the next level. 

Semoga DPR RI dapat terus 

melahirkan produk legislasi yang 

berkualitas dan sesuai dengan harapan 

rakyat karena Harapan Rakyat, 

Perjuangan Demokrat! Bersama Kita 

Kuat, Bersatu Kita Bangkit! Demokrat 

Bersama Rakyat Memperjuangkan 

Indonesia Maju dan Sejahtera. 

We hope that the House of 

Representatives of the Republic of 

Indonesia will continue to produce 

high-quality legislation that meets the 

expectations of the people because the 

People's Hope is the Struggle of the 

Democrats! Bersama Kita Kuat, 

Bersatu Kita Bangkit! Demokrat 

Bersama Rakyat Memperjuangkan 

Indonesia Maju dan Sejahtera. 

Wabillahittaufik Walhidayah, 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Jakarta, 16 Mei 2024 

PIMPINAN FRAKSI PARTAI 

DEMOKRAT 

DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

Wabillahittaufik Walhidayah, 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Jakarta, 16 May 2024 

CHAIRPERSON OF 

DEMOCRATIC PARTY 

FRACTION  

THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVE OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

 


